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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara 
merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Balai 
Besar Penerapan Standar Instrumen  Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen 
Pertanian, Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI no 
13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup 
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). BPSIP mempunyai tugas 
melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik 
lokasi dan mempunyai fungsi: (i) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 
(ii) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen 
pertanian spesifik lokasi; (iii) pelaksanaan pengujian standar instrumen pertanian 
spesifik lokasi; (iv) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen 
pertanian spesifik lokasi; (v) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan 
materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (vi) pengelolaan 
produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; (vii) pelaksanaan 
pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen 
pertanian spesifik lokasi; (viii) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan 
diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. 

Pada tahun 2024, Berdasarkan Penetapan Kinerja Kepala Balai dengan 
kepala BSIP, BSIP Sumatera Utara mengimplementasikan 1) Program Nilai 
Tambah dan Daya Saing Industri, 2) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan 
Berkualitas, 3) Program Dukungan Manajemen untuk mencapai empat sasaran 
program yang akan dicapai yaitu: 1) meningkatnya pengelolaan standar instrumen 
pertanian 2) meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, 3) 
terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan 
efisien, dan berorientasi pada layanan prima, 4) terkelolanya anggaran 
Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Perjanjian Kinerja Balai 
ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan mengalami revisi pada tanggal 8 
Januari 2024, 14 Oktober 2024, dan 15 November 2024. 

Berdasarkan pengukuran kinerja, indikator kinerja pada seluruh sasaran 
strategis yang dilaksanakan dalam program teknis telah tercapai dengan realisasi 
pada indikator jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sebesar 
1 (target 1). Indikator jumlah lembaga yang didampingi dalam penerapan Standar 
Instrumen Pertanian sebesar 1 lembaga (target 1). Perbenihan Padi telah tercapai 
masing sebanyak 40,1 ton (target 40 ton). Nilai pembangunan zona integritas (ZI) 
sebesar 87,16 (target 85), nilai IKPA  sebesar 95,63 (target 93,29) dan nilai kinerja 
anggaran sebesar 91,57 (target 91). Secara keseluruhan realisasi capaian ini 
menunjukkan bahwa kegiatan yang ada di Balai Penerapan Standar Instrumen 
Pertanian Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan rencana/target yang 
ditetapkan. Di samping capaian kinerja utama, sejumlah capaian kinerja lainnya 
adalah 2 SNI terdiseminasikan dan 1 lembaga penerap yang mendapatkan 
sertifikat izin edar PSAT PDUK. 
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Kegiatan strategis di BPSIP Sumatera Utara didukung oleh ketersediaan 
sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sarana prasarana. Aparatur 
SIPIL Negara (ASN) BPSIP Sumut per tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebanyak 
61 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berbagai jenjang pendidikan. Pada 
aspek pengelolaan anggaran, BPSIP Sumut berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-
018.09.2.567428/2024, mengelola anggaran sebesar Rp. 10.542.178.000- 
(sepuluh milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu 
rupiah) namun setelah mengalami beberapa kali revisi terakhir, pada revisi ke-15 
jumlah pagu menjadi Rp. 10.623.245.000- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh 
tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu). Realisasi Keuangan sampai dengan 31 
Desember tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.142.207.059 (95,47 %). Dalam 
menjalankan tugas dan fungsi, BPSIP Sumut didukung oleh sarana prasarana 
seperti dua kebun percobaan di Desa Gurgur, Kabupaten Toba dan Desa Pasar 
Miring, Kabupaten Deli Serdang, Laboratorium pengujian tanah, pupuk dan 
tanaman, dan peralatan kantor lainnya. 

Kendala utama yang dihadapi pada tahun 2024 adalah adanya revisi DIPA 
dan pemblokiran pada awal tahun 2024, dengan blokir AA. Hal ini  menyebabkan 
penggunaan anggaran DIPA BPSIP Sumatera Utara tidak optimal. Keberhasilan 
capaian kinerja tersebut antara lain disebabkan oleh: 1) ketersediaan wadah 
komunikasi antara penanggung jawab kegiatan dengan LO dari BB Penerapan 
dalam pencapaian indikator pada program utama, 2) koordinasi dengan masing-
masing tim penanggung jawab serta sinergitas antar kegiatan yang menjadi 
program utama, terutama terkait Standar Instrumen Pertanian yang 
didiseminasikan 3) sumbangsih substansi teknis dari seluruh narasumber dalam 
forum seminar proposal, evaluasi akhir dan pertemuan lainnya.  
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang 
dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk bruto, penyerap tenaga kerja, neraca 
perdagangan, penyedia bahan pangan, pakan dan bahan baku, serta sumber 
pendapatan masyarakat di pedesaan. Standarisasi instrumen pertanian mengacu 
pada tantangan tersebut sehingga diharapkan dapat mendukung program 
pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian khususnya dan program 
pertanian di Indonesia pada umumnya. 

Pembangunan pertanian tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun 
keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024. Berdasarkan arahan dari kebijakan nasional tersebut, maka upaya 
pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi hal yang utama, disamping 
perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan 
harus menjamin kesejahteraan petani. Arah kebijakan pembangunan pertanian 
saat ini adalah mengembangkan nilai tambah kegiatan pertanian melalui 
penerapan konsep pertanian bioindustri (Kementerian Pertanian, 2014). Upaya 
mendukung arahan pembangunan pertanian tersebut, Balai Penerapan Standar 
Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumut yang merupakan salah satu institusi 
Kementerian Pertanian (Leading Agent Ministry) Negara Indonesia dalam 
pembangunan pertanian, mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai 
Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut. Sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dan memenuhi Peraturan Presiden RI Perpres 29/2014 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan 
RB No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BSIP Sumatera Utara 
Tahun 2024 merupakan LAKIN dari tahun ketiga pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.  
Penyusunan LAKIN BSIP Sumatera Utara mengacu pada PERMENTAN No 45/ 
PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi 
Lingkup Kementan. BSIP Sumut melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggung jawaban kinerja dalam mendukung 
pembangunan pertanian tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) 
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. 
LAKIN memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya 
diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah 
dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun 
program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang 
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dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  

LAKIN yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan 
laporan keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan 
keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan 
keuangan dan kinerja. LAKIN bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. 
Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), antara lain sebagai media hubungan 
kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi umpan balik perbaikan 
kinerja dan LAKIN sebagai instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.  

Terdapat empat kata kunci dalam penyusunan LAKIN yaitu: Plan, Do, 
Check, Act. Plan (perencanaan) artinya LAKIN sebagai bahan dalam menyusun 
Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan 
datang. Do (pelaksanaan) artinya LAKIN sebagai alat dalam melaksanakan, 
memantau, mengukur kinerja kegiatan suatu instansi. Check (Evaluasi) 
maksudnya LAKIN dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau 
kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Act (aksi), artinya 
LAKIN sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, 
peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan publik.  

Dasar hukum yang melandasi penyusunan LAKIN 2024 ini adalah: 1) 
Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP), 2) Undang undang, yang terdiri dari: UU No 17/2003 tentang Keuangan 
Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15/2004 tentang 
Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan 3) 
Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi BSIP Sumatera Utara 

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut sebagai Unit 
Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Provinsi Sumut, 
melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Penerapan yang mengacu 
kepada Perpres No 117 tahun 2022. BSIP memiliki tugas menyelenggarakan 
koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar 
instrumen pertanian di bidang pertanian. Fungsi BSIP antara lain  
1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, 

penerapan,  dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian 
di bidang pertanian.  

2. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta 
harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian. 

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi 
perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar 
instrumen di bidang pertanian. 

4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
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Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumut adalah Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian 
Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian berdasarkan Permentan 19 
tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar 
Struktur organisasi BSIP Sumatera Utara berdasarkan Permentan No 13 Tahun 
2023. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, BSIP Sumut dipimpin oleh 
seorang Kepala dengan jabatan Eselon IIIa. Dalam menjalankan tugas, Kepala 
BSIP Sumut dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha (Gambar 1). Pada tanggal 
14 Oktober 2024, berdasarkan SK Nomor 569/KPTS/KP.230/A/10/2024, diangkat 
menjadi Ka Sub Bag Tata Usaha, Harpen Maulana Lubis, SP, MM. 

Dinamika litkajibangrap berdasarkan UU No 111 tahun 2019 tentang 
sistem nasional IPTEK, dan Perpres No 78 tahun 2021 tentang peleburan lembaga 
riset di Kementerian /Lembaga ke Badan Riset Standar instrumen pertanian 
Nasional (BRIN), termasuk di dalamnya Balitbangtan. Berdasarkan Perpres No 
117 tahun 2023 tanggal 21 September 2023, Balitbangtan bertransformasi 
menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. 

 

 
Gambar 1. Struktur Organisasi BSIP Sumatera Utara 

Ketenagaan pada BSIP Sumut hingga 31 Desember 2024 adalah 61 orang 
ASN (aparatur sipil negara) dan 49 orang tenaga kontrak. Komposisi PNS BSIP 
yang menduduki jabatan fungsional tertentu antara lain Pengawas Mutu Hasil 
Pertanian (PMHP) sebanyak 9 orang, Penyuluh sebanyak 10 orang, calon 
penyuluh sebanyak dua orang, pengawas benih tanaman sebanyak 1 orang, 
Teknisi, Arsiparis, Pustakawan masing masing sebanyak 1 orang, Analis SDM 
aparatur dan Pranata keuangan APBN masing-masing sebanyak 2 orang. Tenaga 
fungsional umum sebanyak 30 orang dengan rincian 18 orang berada di kantor 
Medan, 6 orang di IP2TP Gurgur dan 6 orang di IP2TP Pasar Miring. Komposisi 
SDM Fungsional khusus BSIP disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Komposisi SDM Fungsional BSIP Sumut sampai akhir 2024 

Pada tanggal 24 Agustus 2023 dilaksanakan pelantikan fungsional 
Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada sebanyak 10 orang pejabat peneliti yang 
beralih jabatan fungsional menjadi PMHP dengan sebaran Pendidikan disajikan 
pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Sebaran Pendidikan Tenaga Fungsional PMHP dan Penyuluh BSIP 
Sumut sampai akhir tahun 2024 

Jumlah pegawai yang naik pangkat, pensiun, mutasi keluar dan pegawai 
meninggal dunia disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Pegawai yang naik pangkat, pensiun, mutasi keluar dan pegawai 
meninggal dunia 

No Uraian Jumlah (orang) 

1 Naik Pangkat 4 

2 Pensiun 2 

3 Mutasi Masuk 1 

4 Mutasi Keluar (alih tugas) 1 

5 Meninggal dunia 0 

Pada tahun anggaran 2024, dalam melaksanakan mandat, tugas dan 
fungsinya, BSIP Sumut didukung dengan dana sebagaimana tertuang dalam Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang bersumber dari 
dana APBN sebesar Rp. 10.623.245.000- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh 
tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu). Realisasi Keuangan tahun Anggaran 
2024 Rp. 10.142.207.059 (95,47 %). 

Adanya perubahan struktur anggaran, kegiatan BSIP Sumut difokuskan 
pada program nilai tambah dan daya saing serta ketersediaan, konsumsi dan akses 
pangan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain hasil identifikasi standar 
instrumen pertanian, pendampingan dan pengujian standar instrumen pertanian, 
perbenihan padi 40 ton, diseminasi standar instrumen pertanian. Dalam hal 
layanan hubungan masyarakat dan informasi Penerapan dan pengembangan 
dilakukan pelayanan publik. Berada di bawah program dukungan manajemen, 
kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi manajemen, kerjasama Penerapan, 
pengadaan fasilitas dan peralatan kantor, penyusunan rencana program dan 
penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta 
pengelolaan keuangan.  

Penyusunan LAKIN Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) 
Sumut dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 
anggaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kepala BSIP Sumut 
Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BSIP Sumut pada 
tahun mendatang. Pada LAKIN 2024 ini, disajikan informasi kinerja berupa hasil 
pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja BSIP Sumut, 
termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, 
permasalahan, serta langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disertakan 
uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan 
antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh 
untuk melihat akuntabilitas keuangan di BSIP Sumut. 
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Tujuan penulisan LAKIN ini adalah: 

1. Memberikan gambaran kinerja BSIP Sumut selama tahun 2024. 

2. Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BSIP 
Sumut dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil 
guna, bersih dan bertanggungjawab. 

4. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan 
instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance. 
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BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

2.1  Visi  

 Visi BSIP Sumatera Utara mengikuti visi BSIP yaitu menjadi Lembaga 
standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, 
berintegritas, berorientasi pelayanan prima, mendukung pertanian maju, mandiri 
dan modern.  

 

2.2 Misi  

Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang diemban adalah:  
1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan 

serta berdaya saing. 
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar 
3. Meningkatkan transparansi, profesional, dan akuntabilitas. 
 

2.3 Tujuan 

 Sesuai mandat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian kepada BSIP 
Sumut, tujuan yang diemban adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan standardisasasi instrumen pertanian mendukung pertanian, 

maju, mandiri, modern 

2. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BPSIP Sumatera Utara 

3. Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan BPSIP 

Sumatera Utara 

4. Mewujudkan pengelolaan anggaran BPSIP Sumatera Utara yang akuntabel 
dan berkualitas. 

 
2.4 Kegiatan 

 Pada tahun 2024 BSIP Sumut menjalankan kegiatan pada tiga program 
yaitu 1) program nilai tambah dan daya saing industri, 2) ketersediaan, akses dan 
konsumsi pangan, 3) dukungan manajemen.  Kegiatan selengkapnya beserta pagu  
disajikan pada Tabel 2. 

Kegiatan strategis BPSIP Sumatera Utara memiliki sasaran utama yaitu 

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian 

2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar  

3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang 

efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 

4. Terkelolanya anggaran Badan standardisasi Instrumen Pertanian yang 

akuntabel dan berkualitas. 
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Tabel 2.   Daftar Judul, Penanggung Jawab dan Alokasi Anggaran Program Nilai 
Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan Akses, dan 
Konsumsi Pangan Berkualitas dan Dukungan Manajemen DIPA APBN 
Tahun 2024. 

 
No. Judul Kegiatan Penanggung Jawab Pagu Anggaran 

(Rp.000) 

1. 051.0A Hasil Identifikasi Standar 

Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi 

Tanaman Pangan 

Dr. Sri Romaito 

Dalimunthe, SP, M.Si 

100.000 

2. 051.0A Penguatan Kapasitas Penerap 

Standar Pertanian Mendukung Upsus 

Percepatan Tanam Peningkatan 

Produksi Padi dan Jagung 2024 

Dr. Khadijah EL Ramija, 

SPi, MP 

1.000.000 

3. 053. 0B Penguatan Kapasitas Penerap 
Standar Pertanian Mendukung 
Program kementan 

Aulia Rahmad Hasyim, 

SPt, MPt 

67.500 

4. 051.0A Pendampingan dan Pengujian 

Penerapan Standar Instrumen 

Pertanian 

Dr. Siti Maryam Harahap, 

SP, MP 

182.000 

5. 051.0A Pengujian Instrumen 

Pertanian 

Idri Hastuti Siregar, 

STP,MSc, pHD 

99.134 

6. 051. 0A Perbenihan Padi 40 ton Khasril Atsiriandy, SP 655.000 

 Program Dukungan Manajemen   

7. 051.0A Pengelolaan BMN Ahmad Tohir Harahap, SP 24.764 

8. 051.0A Layanan Kerumahtanggan 

dan Umum 

Ivo Melani Sinaga, SE 24.773 

9. 051.0B Layanan Humas dan PPID Listiawati, SP 11.000 

10.  051.0C Perpustakaan Hotmarita Purba, SP 2.700 

11. 051.0A Pendayagunaan Pengujian 

dan Penerapan Standar Instrumen 

Pertanian 

Ahmad Tohir Harahap, SP 59.865 

 Layanan Perkantoran   

12. 001.Gaji dan Tunjangan Ahmad Tohir Harahap, SP 4.828.717 

13. 002.Operasional dan Pemeliharaan 

Kantor 

Ahmad Tohir Harahap, SP 2.963.476 

14. 051.0A Penyusunan perencanaan 

program dan penyusunan rencana 

anggaran 

Nurmalia, S.TP, M.Si 61.999 

 051.0B Koordinasi dan Sinkronisasi 

Manajemen 

Dr. Khadijah El Ramija, 

SPi, MP 

54.000 

15. 051.0A Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi 

Deliana Putri A, STP, MSi 34.500 

 051.0B Sistem Pengendalian Internal 

(SPI) 

Ahmad Tohir Harahap, SP 11.200 

16. 051.0A UAPPABW Ahmad Tohir Harahap, SP 27.100 

17. 051.0B Pengelolaan Keuangan Ahmad Tohir Harahap, SP 12.823 
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2.4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 
 
Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama yaitu: (1) 
untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; (2) untuk memperoleh ukuran 
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang 
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Berdasarkan sasaran strategis BSIP Sumatera Utara yang telah ditetapkan 
dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, maka disusun indikator kinerja utama 
(IKU) BSIP Sumatera Utara Tahun 2024 yaitu: (1) Jumlah Standar Instrumen 
Pertanian yang didiseminasikan (SNI); (2) Jumlah Lembaga yang menerapkan 
standar Instrumen Pertanian; (3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar 
yang dihasilkan (Unit); (4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju 
WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen. 

 

2.4.2 Perencanaan Kinerja 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 
rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai 
kegiatan tahunan. Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang 
dalam Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Pertanian, maka Rencana Kinerja Tahun 2022 merupakan 
penjabaran dari Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Di dalam rencana kinerja 
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang 
ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan 
seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan 
komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.  

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara, 
sebagai institusi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pengguna dan 
pemangku kepentingan di berbagai tingkatan (level) terutama di daerah, dituntut 
untuk berperan secara nyata apa, bagaimana, dan dimana kegiatan tersebut telah 
dilaksanakan sesuai dengan tugasnya untuk melaksanakan penerapan dan 
diseminasi standar instrumen pertanian spesifik Lokasi. Berbagai program 
dilakukan BPSIP Sumut dalam mendukung empat target sukses Kementerian  
Pertanian yaitu: 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) 
Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing 
ekspor, dan 4) Peningkatan kesejahteraan petani. 

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja 
Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2024, BPSIP Sumatera 
Utara telah mengimplementasikan tugas menyelenggarakan koordinasi, 
perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen 
pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja yang telah 
disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2024. Selanjutnya Rencana Kerja yang telah 
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disusun ditetapkan menjadi perjanjian kinerja (PK) guna mendorong 
pengembangan menuju Good Governance. 

 
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) 
Sumatera Utara mengalami beberapa kali revisi. Perjanjian Kinerja antara Kepala 
BSIP dengan Kepala BPSIP Sumut pertama kali ditetapkan pada tanggal 27 
Desember 2023 (Lampiran 1) kemudian revisi dilakukan pada 8 Januari 2024 
(Lampiran 2), 14 Oktober 2024 (Lampiran 3) dan terakhir pada 15 November 2024 
(Lampiran 4).  

 
Tabel 3.  Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 BSIP Sumut 15 November 2024 

  

No Sasaran Strategis Uraian 

Indikator kinerja Utama 
 

Target 

1.  Meningkatnya pengelolaan 
standar instrumen pertanian 

Jumlah standar instrumen 
pertanian yang 
didiseminasikan (SNI) 

 
1 

  Jumlah Lembaga yang yang 
menerapkan standar 
instrumen pertanian 
(Lembaga) 

 
1 

2. Meningkatnya produksi 
instrumen pertanian 
terstandar 

Jumlah produksi instrumen 
pertanian terstandar yang 
dihasilkan (unit) 

40 

3. Terwujudnya birokrasi 
Badan standardisasi 
instrumen pertanian yang 
efektif dan efisien, dan 

berorientasi pada layanan 
prima 

Nilai Pembangunan Zona 
Integritas (ZI) menuju 
WBK/WBBM Balai Penerapan 
Standar Instrumen Pertanian 

Sumatera Utara (Nilai) 

85 

4. Terkelolanya anggaran balai 
penerapan standar 
instrumen pertanian yang 
akuntabel dan berkualitas 

Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) Balai 
Penerapan Standar Instrumen 
Pertanian Sumatera Utara 
(Nilai) 

 
 

93,29 
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah 
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran 
kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara 
membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan 
strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam 
penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan 
realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga 
didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai 
dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. 

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua 
kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) spesifik dan 
jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun 
kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk 
menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan 
dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang 
berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. 

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara pada tahun 
2024 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai. Secara umum, 
maka realisasi sampai akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa keempat sasaran 
tersebut telah dapat dicapai dengan hasil baik.  
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3.1  Pengukuran Kinerja 
 

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2024 dengan Target 
Renstra BSIP 2022 – 2024 

 Rencana Strategis BSIP Sumut dilaksanakan dengan mengacu Renstra 
BSIP. Sepanjang kurun waktu pelaksanaan tersebut, sebagai lembaga baru 
terdapat berbagai dinamika dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Perkembangan 
isu strategis yang berpeluang bagi peningkatan peran BSIP sebagai unit pelaksana 
teknis BSIP Pertanian di daerah ke depan antara lain adanya perhatian Pemerintah 
Daerah berbasis pada penerapan standar instrumen pertanian untuk kemajuan 
pembangunan pertanian di Provinsi Sumut. 

 Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang 
memungkinkan proses produksi dan distribusi produk pertanian dapat dilakukan 
lebih cepat dan tepat sasaran serta adanya perlindungan produk melalui 
penerapan standar (contoh SNI) akan berdampak pada kegairahan menemukan 
produk yang lebih prospektif di pasar nasional maupun global. Upaya mewujudkan 
manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, BSIP Sumut 
akan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang meliputi efisiensi masukan 
(input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), keluaran (output), dan 
outcome.  

3.1.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi 

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat 
dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang dicapai dengan sasaran 
dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode 
untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang 
selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah 
diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja 
adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat 
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 

 Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua 
kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan 
jelas, (2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun 
kualitatif, (3) Harus relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk 
menunjukkan keberhasilan masukan, proses,  keluaran, hasil, manfaat dan 
dampak, (5) Harus fleksibel dan indikator harus (6) Efektif, data/informasi yang 
berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.  

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) 
Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan 
(2) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja. 
Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian 
Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator 
kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan 
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pada Renstra BPSIP Sumut sedangkan realisasi berdasarkan anggaran yang telah 
dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-
KL) tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 tersebut, 
digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) 
kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil 
(capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60). Rincian tingkat capaian 
kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut (Tabel 4). 

Tabel 4. Tingkat Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Sasaran TA. 2024 

No Program 
Sasaran 
Program 

Indikator 
Kinerja 

Jumlah   

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
(%) 

Kategori 

1.  Nilai tambah 
dan daya 
saing 

industri 

Meningkatnya 
pengelolaan 
standar 

instrumen 
pertanian 

Jumlah standar 
instrumen 
pertanian yang 

didiseminasikan 
(Jumlah) 

 
 
1 1 100 Berhasil 

   Jumlah 
Lembaga yang 
yang 
menerapkan 
standar 
instrumen 
pertanian 
(Lembaga) 

1 1 100 Berhasil 

2. Ketersediaan
,akses dan 
konsumsi 
pangan 
berkualitas 

Meningkatnya 
produksi 
instrumen 
pertanian 
terstandar 

Jumlah produksi 
instrumen 
pertanian 
terstandar yang 
dihasilkan (unit) 

40 40,16 100,4 
Sangat 
Berhasil 

3.  Terwujudnya 
birokrasi Badan 
standardisasi 
instrumen 
pertanian yang 

efektif dan 
efisien, dan 
berorientasi 
pada layanan 
prima 

Nilai 
Pembangunan 
Zona Integritas 
(ZI) menuju 
WBK/WBBM 

Balai Penerapan 
Standar 
Instrumen 
Pertanian 
Sumatera Utara 
(Nilai) 

85 87,16 102,5 
Sangat 
berhasil 

4.  Terkelolanya 
anggaran 
Badan 
Penerapan 
standar 
instrumen 
pertanian yang 
akuntabel dan 
berkualitas 

Indikator Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran 
(IKPA) Balai 
Penerapan 
Standar 
Instrumen 
Pertanian 
Sumatera Utara 
(Nilai) 

93,29 95,63 102,5 
Sangat 
berhasil 

 Rata-rata     101,08  
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Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja BSIP Sumatera Utara tahun 
2024 secara umum menunjukkan keberhasilan dari sasaran yang ditargetkan pada 
tahun tersebut. Nilai capaian kinerja untuk program teknis dihitung sebagai 
berikut: 

Nilai capaian kinerja=
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟

100
 𝑥 5 

 

                                  =
101,08

100
𝑥5 

            = 5,09 

  
(Nilai capaian lebih dari 5 sehingga termasuk Kategori A) 

Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara 
bersinergi dan didukung oleh anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. 
Selain itu, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, 
intensifnya kegiatan pertemuan Tim Penanggung Jawab Kegiatan untuk 
memantau capaian pelaksanaan kegiatan, Input substansi teknis dari para 
narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, 
kesiapan dan kerjasama yang sinergis diantara sumberdaya manusia (pengawas 
mutu hasil pertanian, penyuluh, pengawas benih tanaman, pustakawan, arsiparis, 
pranata humas, pranata keuangan APBN, pranata komputer, analis kepegawaian 
dan tenaga administrasi), serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut 
mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Penjelasan analisis 
capaian kinerja ini akan dijelaskan berdasarkan sasaran. 

 

Sasaran 1 

Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian 

Capaian sasaran 1 diukur dengan dua indikator kinerja sebagaimana 
disajikan pada Tabel 5. Indikator kinerja pertama yaitu standar instrumen 
pertanian yang didiseminasikan sedangkan indikator kinerja kedua yaitu jumlah 
lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.  

 

Tabel 5. Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran 1 

Indikator kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 

Jumlah standar 
instrumen pertanian 
yang didiseminasikan 
(Jumlah) 

Jumlah 1 1 100 

Jumlah Lembaga yang 
yang menerapkan 
standar instrumen 
pertanian (Lembaga) 

Lembaga 1 1 100 
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Capaian masing-masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut. 

 
Indikator kinerja 1 dicapai melalui diseminasi standar instrumen pertanian 

pada sejumlah kegiatan. Tingkat kegiatan diseminasi juga akan memberi peluang 
untuk memperoleh tingkat umpan balik terhadap teknologi pertanian yang 
diperkenalkan dan identifikasi kebutuhan petani dan pengguna teknologi lainnya. 
Makin tinggi tingkat kegiatan diseminasi, makin jelas dan tinggi pula manfaat 
umpan balik dan makin terlihat jelas pula kebutuhan nyata petani yang 
teridentifikasi.  Pada tahun 2024, BPSIP Sumatera Utara mendiseminasikan empat 
Standar Nasional Indonesia (SNI).  

SNI yang didiseminasikan sebagai capaian indikator kinerja utama adalah 
SNI pada kegiatan penguatan kapasitas maupun identifikasi dan menjadi capaian 
indikator kinerja utama adalah SNI 7352-4:2022 Bibit Kambing Saanen Indonesia. 
Selain indikator kinerja utama, terdapat capaian kinerja lainnya yang dihasilkan 
BPSIP Sumut yaitu mendiseminasikan tiga SNI antara lain SNI 8969-2021, SNI 
7352-5:2023 yang didiseminasikan melalui kegiatan penguatan kapasitas dan satu 
SNI yaitu SNI 9215:2023 melalui media sosial. Kegiatan diseminasi SNI dipaparkan 
pada Tabel berikut. 

Tabel 6. SNI yang Didiseminasikan   

No. Judul SNI Target Realisasi Sasaran Sumber 
Kegiatan 

1 SNI 8969-2021 Cara 
Budidaya Tanaman 
Pangan yang Baik 

500 750 Petani, 
Penangkar, 
Penyuluh 

Penguatan 
kapasitas  

2 SNI 7352-5:2023 
BIbit Kambing 
Boerka 

150 150 Peternak, 
Penyuluh, 
Asosiasi Peternak 

Penguatan 
Kapasitas  

 SNI 7352-4: 2022 
Bibit Kambing 
Saanen Indonesia 

 

3 SNI 9215:2023 
Produksi Stek 
Berakar Kentang 
(Solanum 
tuberosum L.) 

-  Mahasiswa, 
PMHP, Penyuluh, 
Petani Kentang 
dan Pengguna 
Media Sosial 
Lainnya 

Media sosial 

 

Diseminasi SNI 8969-2021 disampaikan pada kegiatan Penguatan 
Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam 
Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024. Kegiatan Penguatan Kapasitas 

Indikator Kinerja 1: 

Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI) 
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dilakukan dengan melakukan pelatihan berupa penguatan kapasitas,  pembinaan, 
pengawalan dan monitoring sehingga terjadi peningkatan produksi dan 
produktivitas. Sasaran penerima diseminasi adalah petani, penyuluh dan 
penangkar benih padi di 5 Kabupaten yaitu Dairi, Serdang Bedagai, Simalungun, 
Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Evaluasi terhadap proses diseminasi diukur 
melalui pengukuran tingkat pengetahuan dan sikap.  

Pada bulan September 2024, BSIP Sumatera Utara juga melakukan  
Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program 
Kementan menjadi wadah diseminasi SNI 7352-5:2023 bibit kambing Boerka dan 
SNI 7352-4:2022 Bibit Kambing Saanen Indonesia dari LPSIP-RK (Loka Pengujian 
Standar Instrumen Ruminasia Kecil). Kegiatan berupa pelatihan dan bimbingan 
teknis yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang kepada petani-
ternak, penyuluh, pelaku usaha hasil peternakan, assosiasi stakeholder terkait. 

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara yang 
merupakan eselon III di bawah BSIP memiliki tugas melaksanakan penerapan 
standar instrumen pertanian. Pembangunan pertanian memerlukan sebuah 
standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil 
pertanian. Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam 
mengukur mutu produk dan/atau jasa di dalam perdagangan, dengan tujuan untuk 
memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan 
masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun 
pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran 
perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan 
penetapan standar, penerapan standar, kerja sama dan pemasyarakatan 
standardisasi, pembinaan dan pengawasan. SNI merupakan suatu dokumen yang 
ditetapkan oleh BSN dan disusun secara konsensus dengan meliputi empat unsur 
stakeholder, yakni regulator industri, konsumen, dan pakar. SNI mengatur 
berbagai pedoman dan persyaratan teknis untuk mengatur standardisasi suatu 
proses maupun produk dari suatu objek pengukuran. SNI akan dikaji ulang setiap 
periode tertentu agar dapat digunakan secara terus menerus oleh berbagai pihak. 
Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan salah satu cara menjaga kualitas 
benih dan bibit ternak. Benih dan bibit ternak yang belum memenuhi SNI akan 
menyebabkan penurunan kualitas genetik ternak dimasa depan. Disamping itu, 
SNI merupakan sarana perlindungan bagi konsumen terhadap benih dan bibt 
ternak yang tidak berkualitas. Kambing Boerka merupakan kambing pedaging dan 
Kambing Saanen Indonesia merupakan kambing perah. Untuk itu perlu segera 
ditetapkan rumpunnya oleh Menteri Pertanian, yang merupakan salah satu 
amanah dalam Undang-Undang N0 18 tahun 2009 juncto undang-undang no 41 
tahun 2014 untuk melindungi ternak lokal dalam upaya peningkatan kuantitas dan 
kualitas bibit Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia. 

Pada SNI Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia terdapat 
persyaratan bibit, yaitu memiliki silsilah, sehat, tidak cacat, organ reproduksi 
normal, secara kualitatif (fenotif) sesuai dengan SNI, untuk ukuran tubuh 
memenuhi standar persyaratan kuantitatif, untuk jantan libido dan kualitas sperma 
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baik dan untuk betina memiliki reproduksi yang baik. Standar Nasional Indonesia 
bibit Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia disusun untuk memberikan 
jaminan kepada konsumen dan produsen akan mutu bibit Kambing Boerka dan 
Kambing Saanen Indonesia; meningkatkan produktivitas Kambing Boerka dan 
Kambing Saanen Indonesia dan meningkatkan kualitas genetik Kambing Boerka 
dan Kambing Saanen Indonesia. Standar disusun oleh Komite Teknis (KT) 65-16 : 
Bibit dan Produksi Ternak. Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Penerap 
Standar Instrument Ternak Kambing Boerka dan kambing Saanen Indonesia telah 
dilakukan pelatihan selama dua hari di Kabupaten Langkat (Gambar 4). SNI yang 
didiseminasikan yaitu SNI 7352-5:2023 Bibit Kambing Boerka dan SNI 7352-
4:2022 Bibit Kambing Saanen Indonesia.  

 

 
 

 
Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas mendukung Program 

Kementerian Pertanian 

Jumlah penerima diseminasi di Kabupaten Langkat sebanyak 150 orang. 
Materi yang disosialisasikan yaitu SNI Kambing Boerka, SNI Kambing Saanen 
Indonesia, Manajemen Pemeliharaan terstandar untuk kambing Potong, dan 
Manajemen Pemeliharaan terstandar untuk kambing Perah. Tim Penguatan 
Kapasitas Penerap Standar BSIP Sumut melakukan kunjungan ke Peternakan 
kambing Saneen yang berada di Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten 
Deli Serdang. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kapasitas Peternak 
Kambing diperoleh melalui pengambilan kuesioner. 
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Diseminasi SNI lainnya yang telah dilakukan adalah mendiseminasikan SNI 
9215:2023 Produksi Stek Berakar Kentang (Solanum tuberosum L.) yang 
diterbitkan berdasarkan SK Kepala BSN No 680/ KEP/BSN/12/2023 pada tanggal 
29 Desember 2023. SNI Produksi Stek Berakar Kentang diusulkan oleh Komtek 
Perumus SNI Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura, BSIP. SNI Produksi Stek 
Berakar Kentang didiseminasikan melalui media sosial dengan tautan sebagai 
berikut: 
https://www.facebook.com/100069106663959/posts/pfbid0kog4iXfvszegGNUsMc

VcTJTrTt2Krin9YcZNs5EaSf5P25HfAAi7SjGkQdGRXJiEl/?app=fbl 

https://www.instagram.com/p/DBagJhqy9B8/?igsh=MXN6c3owOGpzMm56Yw== 

https://twitter.com/bsipsumut/status/1848592151502098624?s=19 

 

Indikator Kinerja 2: 
Jumlah Lembaga yang yang menerapkan standar instrumen pertanian 
(Lembaga) 
 

 
Pada tahun 2024 BPSIP SUMUT mendampingi dua lembaga yaitu PT. 

Bintang Terang Lestari Abadi (PT. BTLA) dan UD Bintang Mas. Kedua lembaga 
tersebut berada di Kabupaten Deli Serdang yang mendapatkan pendampingan 
dalam penerapan standar komoditas beras. Indikator Kinerja Utama BPSIP Sumut 
dicapai melalui pendampingan SNI 6128:2020 Beras di PT BTLA. PT BTLA 
mendapatkan pengakuan kualitas produksinya melalui pendampingan dan 
penerapan SNI 6128:2020 Beras dilanjutkan dengan pendaftaran SNI.  Produk 
yang diajukan antara lain SNI beras premium terdapat 3 merek yaitu: TORRO, 
ELEPHAS MAXIMUS, HUMMER. Sertifikat SNI diperoleh dengan memakai jasa 
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) PSN (Penilai Standar Nasional).  Sertifikat SNI 
untuk PT. BTLA sudah memenuhi semua persyaratan dan sertifikat SNI sudah 
diterbitkan oleh PSN (Lampiran evidence) dan didaftarkan ke aplikasi BangBeni 
Badan Standardisasi Nasional. Proses pengajuan sertifikasi ini memiliki prosedur 
antara lain: mengajukan permohonan ke Lembaga Uji (LSPro PSN) kemudian 
LSPro akan menyampaikan presyaratan yang harus dipenuhi oleh si pemohon.  
Persyaratan tersebut antara lain: 1. Surat Permohonan Sertifikasi Produk, 2. Data 
dan Kajian Permohonan, 3. Surat Keaslian Dokumen, 4. Surat Pernyataan 
Kesediaan Surveilen, 5 Surat Pencantuman NPB (Untuk Produk Wajib SNI), 6. 
Daftar Dokumen Sistem Manajemen Mutu, 7 Panduan Mutu & Prosedur, 8. 
Sertifikat ISO 9001,  9 Alur Proses Produksi / Diagram Alir,  10 Struktur Organisasi, 
11. Legalitas Perusahaan - Akte Pendirian sampai Perubahan Perusahaan + SK 
Kemenkumham - NIB Berbasis Resiko – NPWP,  12 Tanda Daftar Merek / Sertifikat 
Merek Jika menggunakan merek yang dimiliki oleh pihak lain, disertakan bukti 
perjanjian yang mengikat secara hukum. 

https://www.facebook.com/100069106663959/posts/pfbid0kog4iXfvszegGNUsMcVcTJTrTt2Krin9YcZNs5EaSf5P25HfAAi7SjGkQdGRXJiEl/?app=fbl
https://www.facebook.com/100069106663959/posts/pfbid0kog4iXfvszegGNUsMcVcTJTrTt2Krin9YcZNs5EaSf5P25HfAAi7SjGkQdGRXJiEl/?app=fbl
https://www.instagram.com/p/DBagJhqy9B8/?igsh=MXN6c3owOGpzMm56Yw==
https://twitter.com/bsipsumut/status/1848592151502098624?s=19
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Lembaga kedua yang mendapatkan pendampingan dari BPSIP Sumut 
adalah UD Bintang Mas, dengan output sertifikat label putih PSAT. UD Bintang Mas 
didampingi adalah penerbitan registrasi izin edar PSAT, sertifikat PSAT label putih 
terdapat pada Lampiran evidence. 

Sasaran kedua memiliki satu indikator yaitu indikator jumlah produksi 
instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit).  

 

Sasaran 2 

Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar 

Indikator Kinerja 3: 
Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit) 
 

 

Indikator Kinerja 3 

BSIP Sumatera Utara menghasilkan 1 (satu) produk instrumen pertanian 
yaitu produk tanaman pangan terstandar. Demikian halnya dengan produksi benih 
padi yang dihasilkan mencapai 40,16 ton dari target yang ditetapkan sebanyak 40 
ton.  

BPSIP Sumatera Utara sebagai unit kerja Badan Standardisasi Instrumen 
Pertanian (BSIP) melalui Unit Pengelola Benih terStandar (UPBS) dapat berperan 
dalam membantu penyediaan logistik benih sumber padi untuk memenuhi 
kebutuhan benih unggul bermutu di Sumatera Utara dan mempercepat 
penyebaran varietas unggul baru melalui penguatan kelembagaan yang 
memproduksi benih sumber (benih dasar dan benih pokok). Kegiatan ini 
dilaksanakan di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian 
(IP2SIP) Pasar Miring, BPSIP Sumut, di Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar 
Merbau, Kabupaten Deli Serdang pada bulan Juni sampai dengan Desember 2024. 
Tujuan kegiatan Perbanyakan Benih Padi 40 ton kelas Benih FS dan SS, serta 
mendistribusikan benih sumber padi kepada petani dan penangkar benih sebagai 
diseminasi Varietas Unggul Baru. Keluaran tahunan dari kegiatan ini adalah 
tersedianya produksi Benih sumber padi sebanyak 40 ton kelas benih FS dan SS, 
serta peningkatan jumlah pengguna VUB yang diproduksi oleh UPBS. Ruang 
lingkup kegiatan Produksi Benih Sumber Padi meliputi (1) koordinasi dengan Dinas 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Balai Pengawasan dan 
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH) Provinsi Sumatera 
Utara; (2) produksi benih sumber padi kelas FS dan SS sebanyak 40 ton; serta (3) 
distribusi benih sumber padi kepada petani dan penangkar benih. Dari hasil 
kegiatan Produksi Benih Padi 40 ton UPBS IP2TP Pasar Miring pada tahun 2024, 
menghasilkan benih padi sebanyak 40.160 kg. Varietas yang diproduksi 
menghasilkan kelas FS sejumlah 3 (tiga) varietas dan Kelas SS sejumlah 4 (empat) 
varietas dengan produksi benih sebagai berikut.  
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Produksi kelas FS 15.600 kg, dengan rincian sebagai berikut: Inpago 13 
produksi benih 2.320 kg; Inpari 30 produksi benih 5.520 kg; Inpari 33 produksi 
benih 7.760 kg. Produksi Kelas SS 24.560 kg dengan rincian sebagai berikut: Inpari 
46 produksi benih 5.040 kg; Mekongga produksi benih 8.160 kg; Inpari 16 produksi 
benih 8.560 kg; Inpari 3 produksi benih 2.800 kg. Benih telah tersertifikat dan siap 
untuk didistribusikan sehingga pengguna dapat memanfaatkan dan siap 
terdistribusi. Proses distribusi benih di tahun 2024 merupakan implementasi hasil 
produksi tahun 2023 dan tahun 2024.  

Sasaran ketiga adalah terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi 
Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima 
yang diimplementasikan ke dalam satu indikator kinerja dengan target yaitu Nilai 
ZI sebesar 85. 

 

Sasaran 3 

Terwujudnya birokrasi Badan standardisasi instrumen pertanian yang efektif 
dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima 

 

Indikator Kinerja 4 

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan 
Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai) 

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
reformasi birokrasi nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi 
pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah 
birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah. Pembangunan ZI merupakan 
aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Oleh 
karena itu, pada periode Renstra 2023-2024, BSIP Sumatera Utara memiliki 
Indikator Kinerja Utama “Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju 
WBK/WBBM.” yang pengukurannya dilakukan pada setiap tahun. Pada tahun 
2024, pemantauan terhadap upaya Pembangunan ZI ini terbagi atas empat 
triwulan. Dengan demikian seluruh aspek dalam Pembangunan ZI menjadi lebih 
terukur dan terdokumentasi dengan baik. Target nilai Pembangunan Zona 
Integritas yang ditetapkan untuk BSIP Sumatera Utara di tahun 2024 sebesar 85. 
Dalam rangka menuju WBK/WBBM, BPSIP Sumut mengikuti Self Assessment 
(penilaian mandiri) pada capaian indikator kinerja Zona Integritas dengan tim 
assessor dari BSIP Pasca Panen.  

Nilai Pembangunan Zona Integritas BSIP Sumut melebihi dari target yang 
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai. Berdasarkan hasil penilaian 
mandiri Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah 
birokrasi bersih sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen 
Pertanian Nomor 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024, nilai Pembangunan ZI BPSIP 
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Sumut yaitu sebesar 87,16. Nilai capaian kinerja indikator nilai Pembangunan ZI 
terdapat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju 
WBK/WBBM BPSIP Sumatera Utara 

Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja (%) 

Nilai Pembangunan Zona 
Integritas (ZI) menuju 
WBK/WBBM pada Balai Penerapan 
Standar Instrumen Pertanian 
Sumatera Utara 

Nilai 85 87,16 102,5 

Secara garis besar, penilaian yang diambil berdasarkan penilaian 
pengungkit dan hasil. Bentuk penilaian pengungkit diambil berdasarkan kategori 
pemenuhan dan reform yang masing-masing memiliki penilaian yang berbeda.  

Pemenuhan ini diperoleh dari penilaian atas Manajemen Perubahan (1. 
Penyusunan tim kerja, 2. Rencana Pembangunan Zona Integritas, 3. Pemantauan 
dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM, 4. Perubahan pola pikir dan budaya 
kerja); Penataan Tatalaksana (1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan 
Utama, 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 3. Keterbukaan informasi 
publik); Penataan Sistem Manajemen SDM (1. Perencanaan kebutuhan pegawai 
sesuai dengan kebutuhan organisasi, 2. Pola mutasi internal, 3. Pengembangan 
pegawai berbasis kompetensi, 4. Penetapan kinerja individu, 5. Penegakan aturan 
disiplin/kode etik/ kode prilaku pegawai, 6. Sistem informasi kepegawaian); 
Penguatan Akuntabiltas (1. Keterlibatan pimpinan, 2. Pengelolaan akuntabilitas 
kinerja); Penguatan pengawasan (1. Pengendalian gratifikasi, 2. Penerapan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 3. Pengaduan masyarakat, 4. Whistle 
Blowing System, 5. Penanganan Benturan Kepentingan); Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik (1. Standar pelayanan, 2. Budaya Pelayanan Prima, 3. 
Pengelolaan pengaduan, 4. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan, 5. 
Pemanfaatan teknologi informasi).  

Penilaian Reform diperolah berdasarkan Manajemen Perubahan (1. 
Komitmen dalam perubahan, 2. Komitmen pimpinan, 3. Membangun budaya 
kerja); Penataan Tatalaksana (1. Peta proses bisnis mempengaruhi 
penyederhanaan jabatan, 2. System pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 
yang terintegrasi, 3. Transformasi digital memberikan nilai manfaat); Penataan 
Sistem Manajemen SDM Aparatur (1. Kinerja individu, 2. Assessment pegawai, 3. 
Pelanggaran disiplin pegawai); Penguatan Akuntabilitas (1. Meningkatnya capaian 
kinerja unit kerja, 2. Pemberian reward dan punishment, 3. Kerangka logis 
kinerja); Penguatan Pengawasan (1. Mekanisme pengendalian, 2. Penanganan 
pengaduan masyarakat, 3. Penyampaian laporan harta kekayaan); Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik (1. Upaya dan/atau standar instrumen pertanian 
pelayanan publik, 2. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi). 
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Selanjutnya bentuk penilaian dari hasil yaitu penilaian birokrasi yang bersih dan 
akuntabel serta pelayanan publik yang prima.  

Terkelolanya dokumentasi dan arsip dengan baik menjadi faktor penting 
dalam penilaian nilai pembangunan Zona Integritas. Capaian hasil penilaian Zona 
integritas BSIP Sumut tahun 2024 oleh tim assessor disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Penilaian Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen 
Pertanian Sumatera Utara oleh Tim Assessor  

No Area Perubahan Bobot Pemenuhan Reform Nilai 

A Pengungkit     

 1. Manajemen 
Perubahan 

8 4.00 3.42 7.42 

 2. Penataan 
Tatalaksana 

7 2.64 2.50 5.14 

 3. Penataan 
Sistem 
Manajemen 
SDM Aparatur 

10 3.95 3.50 7.45 

 4. Penguatan 
Akuntabilitas 

10 4.84 5.00 9.84 

 5. Penguatan 
Pengawasan 

15 6.65 7.50 14.15 

 6. Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

10 3.53 3.76 7.29 

B Hasil     

 I.Birokrasi yang Bersih 
dan Akuntabel 

22.5   20.07 

 II. Pelayanan Publik 

Yang Prima 

17.5   15.79 

 Nilai Evaluasi Reformasi 
Birokrasi 

   87.16 

Sasaran ke empat memiliki satu indikator kinerja yaitu indikator kinerja 
pelaksanaan anggaran. Pada Perjanjian Kinerja awal hingga revisi 2, Indikator 
terkelolanya anggaran didasarkan pada Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja 
Anggaran didapatkan dari Nilai Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran (Lampiran 
8). Namun pada perjanjian kinerja tanggal 15 November 2024, , indikator sasaran 
4 adalah nilai IKPA.  
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Sasaran 4 

Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang 
Akuntabel 

 

Indikator Kinerja 5 
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar 
Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai) 

 IKPA didapatkan dari 7 indikator yang menggambarkan kualitas 
perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Realisasi nilai IKPA BSIP Sumut pada 
tahun 2024 sebesar 95,63 (Lampiran 7) melebihi dari target yang ditetapkan dalam 
perjanjian kinerja Kepala Balai 2024 yaitu 93,29 (Tabel 3). Dua indikator yang  
perlu ditingkatkan antara lain deviasi halaman III DIPA dan Pengelolaan UP/TUP, 
sedangkan lima indikator lainnya dipertahankan.   

Pada tahun 2024, Kinerja Balai juga diperoleh dari capaian Kinerja Sub 
Koordinator Kerjasama. Tabel 9 menunjukkan mitra kerjasama BSIP Sumut 
sebagai bagian dari capaian Perjanjian Kinerja  Tim Diseminasi Standar Instrumen 
Pertanian. Bentuk Kerjasama adalah dalam hal penyediaan narasumber, tenaga 
ahli, pelatihan magang dan pelaksanaan penelitian di lapangan. 

Tabel 9. Mitra Kerjasama 2024 dan Capaian Kegiatan  

 
No. Judul Kerjasama Mitra Kerjasama Capaian Kegiatan 

1 Penyusunan rencana 
Strategis Pengembangan 
Kegiatan UMKM Pertanian 
di Sumatera Utara 

Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Sumatera Utara 

 

2 Kerjasama Penataan 
Kelembagaan penerima 
Akses Reforma Agrarian 

Badan Pertanahan Nasional 
Kantah Binjai  

Telah dilaksanakan kegiatan 
Pendampingan 
Kewirausahaan Peningkatan 
Produktivitas Padi melalui 
Rekomendasi Pemupukan 
Layanan Konsultasi Padi (LKP) 

3 Kerjasama Kegiatan 
peningkatan  Standar 
Pangan di Sumatera 
Utara 

UPT Perlindungan Tanaman 
Pangan Hortikultura dan 
Pengawasan Mutu Keamanan 
Pangan (PTPH PMKP) 

Telah dilaksanakan kegiatan 
Pelatihan Pendampingan 
Penerapan SNI Beras 

4 Koordinasi Rencana 
Kerjasama Pemanfaatan 
Lahan Pertanian 

Universitas Sumatera Utara Koordinasi rencana kerjasama  

5 Koordinasi Rencana 
Kerjasama   

Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara 

Koordinasi rencana Kerjasama 
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3.2. Realisasi Keuangan 

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Teknologi Pertanian (BSIP) 
Sumut berdasarkan DIPA Nomor: berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-
018.09.2.567428/2024, mengelola anggaran sebesar 10.542.178.000- (sepuluh 
milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) 
namun setelah mengalami beberapa kali revisi terakhir, pada revisi ke-15 jumlah 
pagu menjadi Rp. 10.623.245.000- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta 
dua ratus empat puluh lima ribu). Realisasi Keuangan sampai dengan 31 Desember 
tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.142.207.059 (95,47 %). Secara rinci 
persentase realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 10. 
Realisasi anggaran kegiatan berdasarkan pagu yang tidak terblokir dapat dilihat 
pada Tabel 11. 

Tabel 10. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Jenis akun Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran Persentase (%) 

51 Belanja Pegawai 4.828.717.000 4.790.081.581 99,2 

52 Belanja Barang 5.794.528.000 5.352.125.478 92,37 

53 Belanja Modal 0 0 0 

54 Belanja Bantuan 
Sosial 

0 0 0 

 
Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA 2024 
 

No. Judul Kegiatan Penanggung Jawab Anggaran (Rp.000) Realisasi (Rp 000) 

1. 051.0A Hasil Identifikasi 

Standar Instrumen 

Pertanian Spesifik Lokasi 

Tanaman Pangan 

Dr. Sri Romaito 

Dalimunthe, SP, 

M.Si 

100.000 99.958 

2. 051.0A Penguatan 

Kapasitas Penerap 

Standar Pertanian 

Mendukung Upsus 

Percepatan Tanam 

Peningkatan Produksi 

Padi dan Jagung 2024 

Dr. Khadijah EL 

Ramija, SPi, MP 

1.000.000 999.699 

3. 053. 0B Penguatan 
Kapasitas Penerap 
Standar Pertanian 
Mendukung Program 
kementan 

Aulia Rahmad 

Hasyim, SPt, MPt 

67.500 67.163 

4. 051.0A Pendampingan 

dan Pengujian 

Penerapan Standar 

Instrumen Pertanian 

Dr. Siti Maryam 

Harahap, SP, MP 

182.000 180.931 

5. 051.0A Pengujian 

Instrumen Pertanian 

Idri Hastuti Siregar, 

STP, MSc, pHD 

99.134 98.900 
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No. Judul Kegiatan Penanggung Jawab Anggaran (Rp.000) Realisasi (Rp 000) 

6. 051. 0A Perbenihan Padi 

40 ton 

Khasril Atsiriandy, 

SP 

655.000 654.956 

 Program Dukungan 

Manajemen 

   

7. 051.0A Pengelolaan BMN Ahmad Tohir 

Harahap, SP 

24.764 24.684 

8. 051.0A Layanan 

Kerumahtanggan dan 

Umum 

Ahmad Tohir 

Harahap, SP 

24.773 24.653 

9. 051.0B Layanan Humas 

dan PPID 

Listiawati, SP 11.000 10.983 

10.  051.0C Perpustakaan Hotmarita Purba, 

SP 

2.700 2.700 

11. 051.0A Pendayagunaan 

Pengujian dan 

Penerapan Standar 

Instrumen Pertanian 

Idri Hastuti 

Siregar, STP, MSi 

59.865 33.840 

 Layanan Perkantoran    

12. 001.Gaji dan Tunjangan Ahmad Tohir 

Harahap, SP 

4.828.717 4.790.082 

13. 002.Operasional dan 

Pemeliharaan Kantor 

Ahmad Tohir 

Harahap, SP 

2.963.476 2.952.405 

14. 051.0A Penyusunan 

perencanaan program 

dan penyusunan 

rencana anggaran 

Nurmalia, S.TP, 

M.Si 

61.999 61.914 

 051.0B Koordinasi dan 

Sinkronisasi Manajemen 

Dr. Khadijah El 

Ramija, SPi, MP 

54.000 53.867 

15. 051.0A Pelaksanaan 

Monitoring dan Evaluasi 

Deliana Putri A, 

STP, MSi 

34.500 34.460 

 051.0B Sistem 

Pengendalian Internal 

(SPI) 

Ahmad Tohir 

Harahap, SP 

11.200 11.172 

16. 051.0A UAPPABW Ahmad Tohir 

Harahap, SP 

27.100 27.098 

17. 051.0B Pengelolaan 

Keuangan 

Ahmad Tohir 

Harahap, SP 

12.823 12.737 

 

  



26 
 

Perbandingan antara sumber anggaran yang dialokasikan dengan hasil 
(output) kinerja yang dicapai, maka BPSIP Sumatera Utara dapat dikategorikan 
berhasil dalam menjalankan efisiensi dalam mencapai kinerjanya. Hal ini didasari 
dari pengertian mengenai efisiensi, yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran 
keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil 
dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi juga dapat diterjemahkan sebagai 
perbandingan output terhadap input.  

 

4.2 Pengelolaan PNBP 

Pengelolaan PNBP merujuk pada PP 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif 
atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Pertanian.  
Pada tahun 2024, target pendapatan sebesar Rp 217.807.000,- dengan realisasi 
pendapatan sebesar Rp 199.458.500,- . Realisasi penyetoran PNBP sebesar            
Rp 200.872.000 (Tabel 12). 

 

Tabel 12.  Rincian Penyetoran PNBP TA. 2024 

Uraian  2024 

Akun Pendapatan MAK Target Realisasi 

Laboratorium 425289 137.000.000 13.603.500 

Penj. Hasil Pertanian KP Gurgur 425112 14.000.000 14.000.000 

Penjualan Ayam DOC  425434 69.000.000 50.837.000 

Jumlah  220.000.000 200.872.000 
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BAB IV. PENUTUP 
 

4.1  Ringkasan Capaian Kinerja 

Secara umum hasil analisis evaluasi dan capaian kinerja menunjukkan 
bahwa kinerja kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera 
Utara Tahun 2024 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian 
indikator kinerja kegiatan BSIP Sumut tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran 
kinerja, dari 5 indikator kinerja utama sasaran kinerja rata-rata dikategorikan 
sangat berhasil (102,08%), karena capaian kinerja mencapai di atas 100%.  

Laporan akuntabilitas ini merupakan bahan evaluasi dan pertanggung-
jawaban atas kebijakan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menjadi bahan 
pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas di masa 
mendatang.  Beberapa hal yang dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan 
secara internal antara lain dengan melakukan perencanaan dan perancangan 
program/kegiatan dengan matang, peningkatan kualitas sumber daya manusia 
secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan 
mengatasi permasalahan yang muncul, peningkatan sarana dan prasarana untuk 
mendukung pelaksanaan kegiatan serta pemantapan kelembagaan/organisasi 
dengan pola pengelolaan yang transparan dan efisien. 

  

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja 

Dalam upaya memperbaiki kinerja BSIP Sumatera Utara perlu disampaikan 
saran untuk ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal) BSIP Sumatera Utara. 
Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan kapasitas SDM dalam penilaian kesesuaian dan standarisasi 
disertai pembinaan secara sistematis terhadap SDM fungsional maupun 
struktural dalam rangka mempersiapkan kompetensi SDM.  

b. Perlu terus dilakukan perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan 
kelengkapan secara berkelanjutan data base informasi kegiatan balai 
termasuk teknologi tepat guna untuk merespon dan mengantisipasi 
kebutuhan informasi teknologi yang sangat beragam oleh petani, pelaku 
usaha, dan pemangku kepentingan. 

c. Mempererat jaringan penerapan, diseminasi standarisasi instrumen 
pertanian dengan UK/UPT lingkup BSIP. 

d. Peningkatan sosialisasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, 
melakukan padu padan sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-
benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan 
maupun petani, pelaku usaha UMKM sebagai pengguna akhir instrumen 
pertanian terstandar. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal) 
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Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi 1) 
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Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2024 (Revisi II) 
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Lampiran 4. Perjanjian Kinerja 2024 (Revisi III) 
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Lampiran 5. Sertifikat Kesesuaian SNI PT BTLA 

  



38 

 

Lampiran 6. Sertifikat Izin Edar PSAT 
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Lampiran 7. Nilai IKPA BPSIP Sumut Tahun 2024 
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Lampiran 8. Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sumut Tahun 2024 
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Lampiran 9. Label Benih padi 
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Lampiran 10. SK Nilai Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 
















